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Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt Nomor
21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo
Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1643);

2. UU Nomor 43 Thun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun

1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

7. PP RI Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tunjangan jabatan Struktual

w

. Memahami Teknologi Informasi

. Memiliki kemampuang pengelolaan data

. Mengetahui tugas pokok dan fungsi

. Memahami tentang Tata Naskah Dinas

. Mempunyai kemampuan teknis manejerial

. Memahami peraturan tentang Dokumentasi Bahan Adm Kepegawaian
. Memahami tentang Pengarsipan
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Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2008 Tunjangan Jabatan Struktural

1. Bahan-bahan dari SKPD
2. Peraturan perundangan terkait

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Jika PNS tidak melengkapi data, maka akan terkendala pembuatan SK







